LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 12 TAHUN : 1998 SERI : A NOMOR : 4

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA '

NOMOR : 6 TAHUN 1998
TENTANG
PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor
18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
maka Peraturan Daerah tentang Pajak Pembangunan I di-
ubah menjadi Pajak Hotel dan Restoran;

b. bahwa Peraturan Daerah Kotapraja Surakarta Nomor 8§ Ta-
hun 1960 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dae-
rah Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pajak Pembangunan I,

- perlu disesuaikan; ' '

¢. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana di-
maksud huruf b, dipandang perlu untuk mengatur dan me-
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Mengingat

ot

netapkan kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surakarta tentang Pajak Hotel dan Restoran.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pemben- .

tukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Pro-
pinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Po-
kok Pemerintahan Di Daerah ( Lembaran Negara Nomor 38
Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 );

; Undang-Undahg Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum .
Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, <

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 );

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisa-
taan ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3427 );

Undang-Undaﬁg Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak ( Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3684 );

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dae-
rah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ),

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686 );

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak

Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tam-
bahan Lembaran Negara Nomor 3691 );

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997

tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

I'1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997
tentang Kreteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan
Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997
tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;

13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I Surakarta
Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat
I Surakarta. oy L

D'engan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat IT Surakarta. o

Menetapkan :

MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TING-

-KAT II SURAKARTA TENTANG PAJAK HOTEL DAN
RESTORAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimakéud dengan :

a.
b.

Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;

iemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat I1 Sura-
arta; :

Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Dacrah
Tingkat II Surakarta;

. Pajak Hotel dan Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas

pelayanan Hotel dan / atau Restoran;

P:djak Terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada saat
diperoleh pelayanan di Hotel dan / atau Restoran;
Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai

imbalan atas penyerahan barang dan jasa, sebagai pembayaran kepada pe-
ngusaha Hotel dan / atau Restoran;
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. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan per-
undang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban per-
pajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu;

. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan dae-
rah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

i. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat me-

nginap / istirahat, memperoleh pelayanan, dan / atau fasilitas lainnya dengan
dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan
"dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran;

Restoran atau. rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan / atau
minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran tidak termasuk usaha
jasa boga atau katering;

. Pengusaha Hotel dan / atau Restoran adalah perorangan atau badan yangr

menyelenggarakan usaha hotel dan / atau restoran untuk dan atas namanya
sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;

. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD ada-
lah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan
dan pembayaran pajak hotel dan restoran yang terutang menurut peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah;

. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya dlsmgkat SSPD adalah surat
yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau pe-
nyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang diatur de-
ngan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah;

. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak
yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok

" pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya

disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan

atas jumlah pajak yang ditetapkan;

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat

SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan

pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang

terutang atau tidak seharusnya terutang;
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- Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN,

adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak, atau pa|al\ tidak ter
utang dan tidak ada kredit pajak;

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah sura

untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi admmlstra51 berupa bunga dan
atau denda.

i BAB II
NAMA, OBYEK DAN- SUBYEK PAJAK

Pasal 2 d

(1) Pajak Hotel dan Restoran adalah pungutan atas setiap pelayanan di Hotel

dan / atau Restoran.

(2) Obyek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran

di Hotel dan / atau Restoran, termasuk :.
a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek;

b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau

tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberxkan kemudahan
dan kenyamanan; .

¢. Fasilitas Olah Raga dan Hiburan yang disediakan khusus untul tamu
hotel dan bukan untuk umum;

d. Jasa Persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel;

e. Per}j.tlalan makanan dan atau minuman ditempat yang disertai dengan
fasilitas penyantapannya.

Pasal 3

Dikecualikan dari Obyek Pajak adalah

a.

Pe?nyewaan ru_mah atau kamar, apartemen dan atau fasilitas tempat tinggal
lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;

Pelayanan asrama dan pondok pesantren;

¢. Fasilitas Olah Raga dan hiburan yang disediakan di Hotel yang dipergunakan

oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran;

. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipakai oleh umum di hotel;
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e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat di-
manfaatkan oleh umum;

f. Pelayanan-usaha jasa boga / katering;

g. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang pereda-
rannya tidak melebihi batas yang telah diatur dengan Keputusan Walikota-
- madya Kepala Daerah.

Pasal 4

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran
atas pelayanan hotel dan / atau restoran. ;

“BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK
Pasal 5

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada
Hotel dan atau Restoran.

Pasal 6

(1). Tarif Pajak Hotel dan Restoran ditetapkan sebagai berikut :

a. Hotel dan Restoran ditetapkan sebesar 10% ( sepuluh persen ) dari
Jjumlah pembayaran;

b. Hotel lainnya dan / atau Restoran lainnya ditetapkan sebesar 5% ( lima
persen ) dari jumlah pembayaran.

) Dibebaskan dari Pajak Hotel dan Restoran terhadap rumah makan yang

khusus disediakan bagi dan berada di lingkungan masyarakat yang kurang
mampu

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

(1) Pajak yang terutang dipungut diwilayah Daerah.
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(2) Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif scbagai-
mana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini dengan dasar penge
naan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG, DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangké waktu yang lamanya 1 ( satu ) bulan takwim.

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat terjadl pelayanan di hotel
dan restoran.

Pasal 10'

(1) Setiap Wa_]lb Pajak wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan
jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasa-
nya.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada
Walikotamadya Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas ) hari
setelah berakhirnya masa pajak.

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD yang dlatur dengan Keputusan
Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1), Walikota
madya Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan
.SKPD; _ Bl
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(M

Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang di-.
bayar setelah lewat waktu paling lama atau kurang 30 ( tiga puluh ) hari
sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2% ( dua persen ) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12

Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud d=*«n
Pasal 10 ayat (1), digunakan untuk menghitung, memperhiti=gkan dan

" menetapkan pajak sendiri yang terutang.

@

3)

Dalam jangka waktu 5 ( tima ) tahun sesud»* saat terutangnya pajak,
Walikotamadya K «pala Daerah dapat me=-rbitkan :

a. SKPDK5:
b. SkrDKBT;

~. SKPDN.
SKPDK B scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkap :

- a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang

terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi be-
rupa bunga sebesar 2% ( dua persen ) sebulan dihitung dari pajak yang
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak;

b apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka Waktu yang dizentukan

4

dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi sebesar
2% ( dua persen ) sebulan dihitung dari pajak yang kr«ang atau terlam-
bat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulza dihitung sejak saat
terutangnya pajak;

c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang
dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa ke-
naikan sebesar 25% ( dua puluh lima persen ) dari pokok pajak ditam-
bah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% ( dua persen ) d*
hitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

SKPDKBT sebagaimana dmaksud ayat (2) huruf b diterbtkan apabila
ditemukan data baru atau data yang semula belum terunssap yang me-
nyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikenakan
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(5)

(6)

(7)

o}
Y

N

)

3)

(1)
(2)

3)

sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% ( seratus persen ; dari
Jjumlah kekurangan pajak tersebut.

SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf ¢ diterbitkan apabila jumlah
pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPD
KBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak
sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih de-
ngan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bu-
nga 2% sebulan. ”

Penambahan jumlah pajak yang terutang sebégaimana dimaksud pada
ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebdum
dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetn p
kan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah sesuai denpan
waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKR, SKPDKBT dan ST °D.
Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditetapkan deng gan
Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah, hasil penerimaan pajak harus
disetor ke Kas Daerah selambat—lambatnya 1 x 24 jam.

Pembayaran pajak sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
Pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD

Pasal 14

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau llunas.

Walikotamadya Kepala Daerah dapvat memberikan persetujuan kepada
Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu ter-
tentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal
ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan
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bunga sebesar 2% ( dua persen ) sebulan dari jumlah pajak yang belum
atau kurang dibayar.

(4) Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada
Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang
ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikena-
kan bunga 2% ( dua persen ) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau
kurang dibayar.

- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta

" tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini sebagaimana diatur dengan Keputusan
Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 15

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Per-

aturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam
- buku penerimaan.

(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur dengan Kepu-
tusan Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

(1) Surat Tegoran atau Surat Peringatan diterbitkan 7 (tujuh) hari se_|ak saat

' ‘jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 ( tujuh ) hari setelah diterima-
- -nya Surat Tegoran atau Surat Peringatan, Wajib Pajak harus melunasi
jumlah pajak terutang.

(3) Surat Tegoran atau Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal diterbitkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
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Pasal 17

(1) Wajib Pajak ditagih langsung dengan Surat Paksa apabila :

a. Tidak melunasi hutang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pem
bayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Tegoran atau Surat Pe
ringatan;

b. Terhadapnya telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau

c. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan
persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

(2) Surat Paksa diterbitkan oleh Pejabat segera setelah lewat 21 ( dua puluh
satu ) hari sejak tanggal Surat Tegoran atau Surat Peringatan atau Doku-
men lainnya.

Pasal 18 -

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24
Jjam setelah tanggal penerimaan Surat Paksa, Pejabat langsung menerbitkan
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 19 .
Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi itang
pajaknya, sekurang-kurangnya 14 ( empat belas ) hari sejak tanggal pelaksana

an Surat Perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan
penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan tanggal, jam dan tempat pelaksa-
naan lelang, Juru Sita Pajak segera memberltahukan secara tertulis kepada
Wajib Pajak.

Pasal 21

Bentuk jenis dan isi formulir yang dipergunakah untuk pelaksanaan penagih-
an pajak daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daeral.
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BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak
dapat memberikan keringanan dan pembebasan pajak.

Tata cara pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan pajak se-

. bagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur dengan Keputusan Wali-

(D

2

kotamadya Kepala Daerah.

" BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Walikotamadya Kepala Daerah karena jabatannya atau atas nama Wajib

Pajak : ‘

a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang
dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan
atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan per-
pajakan Daerah. :

b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar.

¢. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga,
denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut
dikenakan karena kekhilapan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan-
nya.

‘Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan peng-
hapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikotama-
dya Kepala Daerah, selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sejak tanggal
diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan
alasan yang jelas. ~

(3)

C))

M

()

)

Walikotamadya Kepala Daerah paling lama 3 (tiga ) bulan sejak snat
surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima,
sudah harus diberikan keputusan. :

Apabila setelah lewat waktu 3 ( tiga ) bulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) Pasal ini Walikotamadya Kepala Daerah tidak memberikan kepu
tusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI o
 KEBERATAN DAN BANDING "
" Pasal:24 -

Kepala Daerah atas suatu :

SKPD,
. SKPDKB,
. SKPDKBT,
. SKPDLB,
. SKPDN.

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling ama 3
(tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan
SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keada-
an diluar kekuasaan. "

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hahya kepada Walikotamadya

o w

Qo

Walikotamadya Kepala Daerah dalam waktu paling lama 12 ( dua belas )
bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud

' "pada ayat (2) Pasal ini diterima, harys memberikan keputusan.

@

(5

Apabila setelah lewat waktu 12 ( dua belas ) bulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) Pasal ini Walikotama_dya Kepala Daerah atau Pejabat tidak
memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

‘Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak

menunda kewajiban membayar pajak.
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Pasal 25

(1) 'Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Seng-
keta Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya kepu-
tusan keberatan. . . . elole

(2). Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Pasal ini tidak
‘. menunda kewajiban membayar pajak. ‘

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Dae-
_rah ini atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah
ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak di-
kembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% ( dua persen ) sebulan
untuk paling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak kepada Walikotamadya Kepala Daerah secara tertulis
- dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
b. Masa Pajak;
‘C. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
- d. Alasan yang jelas.

(2) Walikotamadya Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 ( dua
‘belas ) bulan sejak diterimanya permohonan pengambilan kelebihan pem-
-, bayaran pajak’sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus mem-
. berikan keputusan! J } ’ : G . '

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud “pada ayat. (2) Pasal inj di-
lampaui Walikotamadya Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, per-
- mohonan pengembalian kelebihan pembayaran ‘pajak dianggap dikabulkan

dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama“1'('satu ) bulan.
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(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pemba.
yaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini langsung di
perhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud,

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling
lama 2 (‘dua ) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, dengan menerbitkan
Surat Perintah. Membayar Kelebihan Pajak ( SPMKP ) yang diterbitkan

- oleh' Walikotamadya Kepala Daerah. '

'(6) ‘Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah

lewat waktu 2 ( dua’) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikotamad ya
Kepala Daerah memberikan: imbalan bunga sebesar 2% ( dua persen ) se-
.= bulan-atas keterlambatan pembaygrgn kelebihan pajak.

. Pasal 28 . T o

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lain-
nya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah ini,
pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan kepada wajib
pajak dikirimkan bukti pemindah bukuan yang sekaligus juga berlaku sebagai
bukti pembayaran.

. BAB XIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 29

(1) Hak untuk melakukan penagi‘h‘an‘pajak, kedaluwarsa setelah melampaui

 jangka'waktu 5 ( lima') tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, ke-
cuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan
“'daerah.”’ RIIEZ L 3 AsS bidib

~(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ‘pada ayat (1) Pasal

~ ini'tertangguh apabila : i
a. diterbitka_n Surat Teguran dan Surat Paksa, atau,
b, ada péhg'akuan'ﬁtang_paj:ak dari Wajib Pajak baik langsung maupun

 tidak langsung.
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S BAB/XIV' .

KETENTUAN PIDANA

b oo i Pasal 30
(1) 'Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau
‘mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan ketera-
ngan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipida-
na dengan pidana penjara paling lama 1 ( satu ) tahun dan atau denda pa-

' ling banyak 2 ( dua ) kali jumlah pajak yang terutang. '

(2) Wajib Pajak‘ yang déngan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau me-

ngisi dengan tidak 4b_enar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan™
yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana de-

ngan pidana penjara paling lama 2 ( dua ) tahun dan atau denda paling ba-
nyak 4 ( empat ) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 31

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan Daerah ini,
tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 ( sepuluh ) tahun sejak saat
terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

BAB XV
PENYIDIKAN
} _ . . Pasal 32
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu 'diliﬁngkungan Pémérintah Daerah di-
beri wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tin-

dak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Un-
dang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

2 ‘Wewenang Penyidik sebagai;nana dimaksudﬂpada ayat (1) Pasal ini ada-
lah : ool e dias Gl i
a. - menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau lapor-
an berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pri-
badi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubung-
an dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
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¢. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daecrah:

d." memeriksa buku-b‘uku, Catatan-catatan dan dokumen-dokumen lnin
berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah:

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan te
hadap bahan bukti tersebut;

f. m.eminj[a bantpan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyi
dikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;

A ;nenyuruh berhenti, mendorong seseorang meninggalkan ruangan atau
empat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa iden

titas orang d.an. atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada
huruf e ayat ini; ' :

ua

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan
daerah; ' A

I. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

J. menghentikan penyidikan;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

* pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum i
: ang dapat diper-
tanggung jawabkan. e et diper

3) P.e11yid%k sebagail'néna dimaksud pqda ayat (1) Pésal ini, memberitahukan
dimulainya penyxdllfan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada pe-
nuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang me-

ngenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut deneai ' ¢
iy ‘. {] ‘ ngan Keputusan Walikotamadya
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Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotapraja
Surakarta Nomor 8 Tahun 1960 Jo Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1987
tentang Pajak Pembangunan I ( Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
11 Surakarta Tahun 1990 Nomor 8 Seri A Nomor 2) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

: Pé.réturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agarisupaya setiap orang dﬂépat mengetahuinya, memerintahkan mengundang- .
- wkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kotamadya Daerah Tingkat Il Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 5 Maret 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH KOTAMADYA DAERAH DAERAH TINGKAT II
' TINGKAT I SURAKARTA : SURAKARTA
" Ketua i 7
Cap. Ttd.
Cap. Ttd.
‘ ' IMAM SOETOPO
RAHARDJO
DISAHKAN Diundangkan dalam Lembaran Dae-

Dengan Keputusan Menteri Dalam rah Kotamadya Daerah Tingkat II
Negeri Republik Indonesia No. 973 -  Surakarta Nomor 12 Tanggal 2 No-
33- 837 Tgl. 28-9-1998. pember Tahun 1998 Seri A No. 4.

- Direktorat Jenderal | SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah :
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah, = v Ttd.
Cap. Td.  Drs.SOEPARMANR.
Pembina Tingkat I
Drs KAUBAR. A% NIP : 500 040 992
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

NOMOR : 6  TAHUN 1998
TENTANG
PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

L. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pe-
merintahan ' di Daerah memberikan dasar bagi penyelenggaraan Otonom|
Daerah bagi Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II.

Untuk dapat melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata dan ber-
tanggung jawab, yditu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya
sendiri, Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Dae-
rah yang penting bagi pembeayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan Daerah.

Mengingat bahwa Pajak Daerah termasuk didalamnya Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1T Surakarta Nomor 8 Tahun 1960
tentang Pajak Pembangunan I yang telah diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kotamadya' Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1987,
" yang dibuat berdasar Undang-Undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang
Peraturan Umum Pajak Daerah, maka dengan diundangkannya Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dae-
rah maka semua Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah
termasuk Pajak Pembangunan I perlu diadakan penyesuaian.”

- ‘Kéténtuan‘-ketehtuan yang mengatur Pajak Hotel dan Restoran ini
didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

liag Daerah dan Retribusi Daerah yarig‘dikaitkan dengan Undang-Undang lain-

nyayaitu: :

1. 'Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak; '
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2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak de-
* ngan Surat Paksa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah.

Pasal 1
Pasal 2

ayat (1)
ayat (2) huruf a

ayat (2) huruf b

: huruf ¢

huruf ddane

Pasal 3 hurufa

k ‘huruf b

huruf cs/d e

1L PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
: Cukup jelas.

.t Cukup jelas.

: Yang termasuk fasilitas penginapan dan tmggal
jangka pendek antara lain gedung pariwisata ..
~ ( cottage ), motel, wisma pariwisata, pesanggrah- -

an, pondok, hotel berbintang, hotel klas Melati I,
IL, 111, III kencana, rumah penginapan, rumah kos
dengan jumlah kamar 15 atau lebih yang menye-
diakan fasilitas seperti rumah penginapan.

: Yang termasuk pelayanan penunjang antara lain
' telepon, faksimile, telex, foto- ‘copy, pelayanan cuci,

setrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang di-
sediakan oleh hotel atau dikelola oleh hotel.

. Yang termasuk olah raga dan hiburan yang di-

sediakan khusus untuk tamu hotel. Bukan untuk
umum antara lain pusat kebugaran ( fitness cen-

_ tre ), kolam renang, tennis, golf, karaoke, pub,

diskotik yang disediakan atau dikelola oleh hotel.

(I 'Cukup jelas.
: Cukup jelas.

;- Yang dlmaksud asrama adalah tempat penginap-

an yang diperuntukkan khusus bagi karyawan atau
relasi yang. menyelenggarakan asrama tersebut
tanpa dlpungut blaya bagi yang menikmati fasilitas
tersebut.

: Cukup jelas.
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‘huruf £

huruf g
Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6 ayat (1)

huruf a

huruf'b

Pasal 6 ayat (2)

Pasal 7 s/d 17
Pasal 18 ‘

;' Pelayanan jasa boga / catering adalah usaha yang

dikelola terpisah dari usaha induknya ( hotel atau
restoran ).:

- Cukup jelas. :

¢ Yang dlmaksud Badan antara lain Yayasan, Per

seroan Terbatas ( PT ), Comanditer Venootschaap
(CV) baik yang telah atau yang belum berbadan
hukum, kopera31 dan persekutuan lainnya.

¢ Cukup jelas.

i Yang terfhésﬁk'li’otel antara lain cottage, motel,

wisma pariwisata, pesanggrahan ( hostel ), hotel
berbintang, hotel’klas Melati 11 dan 11 serta 111
Kencana. :

Yang termasuk restoran antara lain tempat me-
nyantap makanan dan / atau minuman dengan ba-
ngunan permanen, rumah makan lesehan.

¢ Yang termagukhotel lainnya antara lain hotel Klas

Melati 1, rumah penginapan ( home stay ), rumah
kos dengan jumlah kamar 15-atau febih yan; me-
nyediakan fasilitas seperti rumah penginapan, pon
dok wisata. .

Yang termasuk restoran lainnya antara lain wa-
rung makan lesehan kaki lima.

: Yang termasuk rumah makan ayat ini antara lain

warung makan yang khusus di.sedviakan bagi ma-
syarakat kurang mampu misalnya warung tegal,
koplakan penjual tradisional, yang omzetnya tidak
melebihi peredaran brutto yang diatur dengan Ke-
putusan Wahkotamadya Kepala Daerah Tingkat I1
Surakarta.

: Cukup jelas.

: Penyitaan berdasar Surat Perintah Melaksanakan
-Penyitaan dilaksanakan berdasar tata cara yang di-
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Pasal 19

0  Pasal 23

\
| ‘1 g Pasal 22 ayat (1)

| }\ ayat 2)

Pasal 23 s/d 35

Pésal 20 s/d Pasal 21 :

atur dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

: Pemberitahuan Juru Sita Pajak tentang hari, tang-

gal, jam dan tempat pelaksanaan lelang harus su-
dah diterima oleh wajib pajak selambat-lambatnya
2 x 24 jam setelah diterbitkan Surat Penetapan Le-
lang oleh Kantor Lelang Negara.

Cukup jelas.v

: Cukup jelas.

. Permohonan Wajib Pajak diajukan dengan Lam-

piran SSPD dan / atau setelah diterbitka;i'SKPD,
SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD. |

: Cukup jelas. .
: Cukup jelas.
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